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PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
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Jalan Kyai Ploso RT 005 RW 001 Gemuh Kendal Kodes Pos 51356
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KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMANGEDE
NOMOR : 140 / 1/ 2024
TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA TAMANGEDE,

: bahwa wuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan

Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan

Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024.

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2757);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5035);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang—undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
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58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4079);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
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Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 139);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016
tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
152);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2021 Nomor 8);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No.
15);

Peraturan Bupati Nomor 26 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangandan Penerimaan Lainnya Yang
Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 26);
Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Desa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor
52 Seri E No. 47);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2016Nomor 3 Seri E No. 3);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77
Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang
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Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal ( Berita
daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16
seri E No.15);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46
Seri E No. 41);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang

Standarisasi Beaya dalam Penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016

Nomor 72 Seri E No. 45);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di
Kabupaten Kendal ( Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun
2016 Nomor 80 Seri E no 47);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di
Kabupaten Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2016 Nomor 82 Seri E No. 49);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang
Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor
5) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati
Kendal Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan
Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan
tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 34 Tahun 2017
tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan
Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2017 Nomor 38);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2017 tentang
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2017 Nomor 70);

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor
S0);

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 79 Tahun 2019
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tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 80);

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 30 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan
dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2020 Nomor 38 );

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 96 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 82
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 96);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah
Kabupaten Kendal tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2021 Nomor 8);

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 82
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17);

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain
— lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2021 Nomor 26);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari
Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2021 Nomor 26 );

Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2022 Tentang
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran
2022 (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor
67);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten
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Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor
75);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2 );

Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun
2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan
Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2023 Nomor 20 );

Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2023 Nomor 23);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2023 Nomor 27);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun
2022 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 40 );

Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40
Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2023 Nomor 52);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2023 Nomor 56 );

Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2023 Nomor 59);

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan
Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2024 Nomor 12);

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2024 Nomor 29);

Peraturan Desa Tamangede Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Desa Tamangede Tahun 2017 Nomor 1)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa
Tamangede Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Desa Tamangede Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Desa Tamangede Tahun 2022 Nomor 2);
Peraturan Desa Tamangede Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Tamangede Tahun 2018 Nomor 9);

Peraturan Desa Tamangede Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020
sampai dengan 2026 di Desa Tamangede (Lembaran Desa
Tamangede Tahun 2020 Nomor 4);

Peraturan Desa Tamangede Nomor 5 Tahun 2023 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024; (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2023 Nomor 5).
Peraturan Kepala Desa Tamangede Nomor 8 Tahun 2023
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024; (Lembaran Desa Tamangede Tahun
2023 Nomor 8).

Peraturan Kepala Desa Tamangede Nomor 2 Tahun 2024
Tentang Perubahan Aas Peraturan Kepala Desa Tamangede
Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024,
(Lembaran Desa Tamangede Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri atas

a. Sekretaris Desa;

b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi; dan

c. Kaur Keuangan.

yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala

Desa ini.

PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menerima

pelimpahan sebagian kekuasaan pengelola keuangan desa dari

Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Desa (PKPKD).

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu

huruf a selaku koordinator PPKD mempunyai tugas sebagai

berikut :

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
APB Desa;

b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan
rancangan perubahan APB Desa;

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa
tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan
Penjabaran APB Desa;
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mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang
menjalankan tugas PPKD; dan

mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
h.

melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan
pengeluaran APB Desa.

Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan
sesuai bidangnya mempunyai tugas sebagai berikut :

a.

o oo

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya,
melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;,
menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia
atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada
dalam bidang tugasnya; dan

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Desa.

Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :

a.
b.

menyusun RAK Desa; dan

menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
penerimaan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala
Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tamangede Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2024.

Ditetapkan di : Tamangede
pada tanggal : 8 Januan 2024

KEP A TAMANGEDE,
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMANGEDE

NOMOR
TANGGAL

DAFTAR SUSUNAN

:140 / 1 / 2024
: 8 Januari 2024

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

JABATAN DALAM

JABATAN DALAM

B SIS PEMERINTAH DESA PPKD
1 | Bayu Aji Dwicahyo | Sekretaris Desa Koordinator
2 | Ribut Handayani Kepala Urusan Keuangan Bendahara
3 | Akhmad Romadhon | Kaur Umum dan Perencanaan | Pelaksana Kegiatan
4 | Izul Mutok Kasi Pemerintahan Pelaksana Kegiatan
5 | Nisrochah Kasi Kesejahteraan Pelaksana Kegiatan

KEPALA DESA

TAMANGE gﬂ .
\_/

-

TAMANGEDE,
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